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MOTO

Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? ( Q.S Ar-

Rahman:13)
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Pasca reformasi 1998 terjadi perubahan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia,
salah satunya perubahan pemerintah dari sentralistik menjadi desentralisasi. Asas
desentralisasi menurut Joeniarto ialah asas yang memberikan wewenang dari
pemerintah negara kepada pemerintah lokal untuk mengatur dan méngurus urusan
tertentu sebagai urusan rumah tangga sendiri. Hal ini yang menjadikan lahirnya
berbagai undang-undang yang mengatur tentang daerah. Banyak perubahan
peraturan perundang undangan yang mengatur tentang pemerintahan daerah dan
berakhir pada, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dalam
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, maka diperlukannya seorang yang
dapat mengelola desa. Undang-undang nomor 6 tahun 2014 mengatur bagaimana
pelaksanaan tugas kepala desa yang diatur pada pasal 39 yang menyatakan bahwa
kepala desa memegang jabatan selama 6 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan
dengan menjabat sebanyak tiga kali masa jabatan berturut-turut atau tidak secara
berturut-turut. Pengaturan tentang masa jabatan kepala desa telah diatur juga
dalam undang-undang sebelumnya, seperti undang-undang nomor 22 tahun 1999
tentang pemerintahan daerah yang menetapkan masa jabatan kepala desa 5 tahun
dengan 2 periode, lalu ada juga undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang
pemerintahan daerah yang mengatur masa jabatan kepala desa 6 tahun dengan 2
periode. Hal ini sangat berbeda dengan undang-undang nomor 6 tahun 2014
tentang desa yang mana masa jabatan kepala desa 6 tahun dengan 3 periode. Pada
putusan MK Nomor 42/PUU-XIX/2021 yang menyatakan, penjelasan dari pasal
39 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa , yaitu Kepala Desa yang
menjabat 1 (satu)

Periode diberi kesempatan untuk menjabat 2 (dua) periode, begitupun Kepala
Desa yang sudah menjabat 2 (dua) periode masih diberi kesempatan untuk
menjabat 1 (satu) periode. Lamanya masa jabatan kepala desa memungkinkan
adanya terjadi penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power), sehingga korupsi pun
tak terbantahkan. Indonesia Corruption Watch (ICW) memiliki data setiap
tahunnya dari tahun 2015 hingga 2021 korupsi di tingkat desa tercatat 592 kasus
korupsi di desa yang merugikan negara dengan total Rp 433,8 miliar. Sehingga
pertanyaan- pertanyaan atas permasalahan yang disebutkan tadi.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal dengan tipe
penelitian adalah yuridis normatif, yakni penelitian ini menekankan pada
pengkajian dan penelusuran bahan hukum yang berhubungan dengan
permasalahan dalam penelitian ini. Sesuai dengan sifat penelitiannya, perspektif
analisis, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-
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undangan (statute approach). Untuk menganalisis isu hukumnya, menggunakan
sumber bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang teknik
pengumpulannya melalui studi kepustakaan. Bahan hukum yang didapat dianalisis
melalui analisis data secara normatif mengenai teori-teori dan doktrin hukum.

Dalam pengaturan masa jabatan kepala desa diatur dalam pasal 39 yang mana
menyebutkan masa jabatan kepala desa memegang jabatan selama 6 tahun dan
dapat menjabat 3 kali masa jabatan secara berturut-turut. Akan tetapi, pembatasan
masa jabatan kepala desa tidak selaras dengan pemimpin yang lain yakni,
Gubernur, Bupati/Walikota yang masing-masingnya menjabat selama 5 tahun
dalam 1 periode dan dapat dipilih lagi maksimal 1 kali masa jabatan. Agar
terlaksanannya pembangunan dan pengembangan desa, maka dana desa yang
dialokasikan dari pemerintah pusat pun sangat banyak yang secara umum di
masing-masing desa menerima dana sebesar 600 hingga 900 juta per tahun.
Dengan masa jabatan yang lama kepala desa cenderung melakukan
penyalahgunaan kekuasaan yakni korupsi dana desa.

Hal ini menjadikan tolak ukur bahwa masa jabatan kepala desa harus
dipertimbangkan lagi, pentingnya mengenai pembatasan masa jabatan kepala
desa. Adapun beberapa dampak positif dan negatif dari lamanya masa jabatan
kepala desa

Salah satunya, kepala desa menjadi mampu dalam menuntaskan pembangunan
desa dan menyejahterakan masyarakat dan mampu menjalankan rancangan kerja
yang sudah dibentuk melalui musyawarah Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJM) secara maksimal.

Dampak negatifnya yakni, peningkatan resiko penyalahgunaan kekuasaan dan
jabatan, kemunculan tindakan nepotisme yang akan menyebabkan
penyalahgunaan kewenangan dalam pengisian struktur pemerintah di desa.
Dengan disebutkannya dampak positif dan negatif diatas, maka penulis
beranggapan bahwa masa jabatan kepala desa dikurangi menjadi 5 tahun dengan 2
periode sama dengan pemimpin yang lainnya. Dalam sejarah perundang-
undangan terdapat undang-undang yang mengatur tentang masa jabatan kepala
desa dengan masa jabatan 5 tahun dengan 2 periode, yakni Undang-Undang No.
22 Tahun 1999 yang mana ditujukan supaya kepala desa tidak menjadi “raja-raja
kecil” di level desa. Para ahli menganggap dengan keluarnya Undang-Undang No.
22 Tahun 1999 sangat demokratis.

Menurut Mochtar Koesoemaatmadja, kekuasaan harus dibatasi oleh hukum. Jika
tidak, maka penggunaannya akan mengarah ke kelaliman. Jika membahas tentang
pengangkatan maka tak luput juga tentang pemberhentian kepala desa.
Pemberhentian kepala desa disebabkan oleh 3 alasan yaitu meninggal dunia,
permintaan sendiri atau diberhentikan, yang tercantum dalam pasal 40 ayat 1
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Lebih lanjut adapun alasan
kepala desa diberhentikan pada pasal 40 ayat 2 yakni, berakhir masa jabatannya,
tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan, tidak memenuhi syarat
sebagai calon Kepala Desa dan melanggar larangan sebagai kepala desa. Pada



melanggar larangan kepala desa inilah tercantum di pasal 29 ayat f yang mana
bahwa kepala desa diberhentikan karena melakukan korupsi,kolusi dan nepotisme.
Pemberhentian Kepala Desa ditetapkan oleh Bupati/ Walikota, dengan prosedur
BPD selaku Badan Permusyawaratan Desa berkewajiban melaporkan Kepala
Desa yang melakukan pelanggaran melalui Camat dan Camat melaporkan laporan
situasi yang terjadi ke Bupati/ Walikota. Sebagai kepala wilayah yang memiliki
tugas yakni melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah desa
yang tertuang pada pasal 112 hingga 115 pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 Tentang Desa. Akan tetapi penulis menemukan bahwa pembinaan dan
pengawasan Yyang dilakukan oleh Bupati/ Walikota atau Camat hanya seputar
pembinaan bagaimana upaya untuk meningkatkan kualitas kinerja kepala desa dan
pengelolaan desa oleh Kepala Desa, tidak ditemukannya atau tidak secara spesifik
dimuat di dalam undang-undang tentang pembinaan dengan upaya pencegahan
atau preventif terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh kepala desa.
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ABSTRAK

Masa jabatan Kepala Desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa tepatnya pada pasal 39 yang menyatakan bahwa Kepala Desa
menjabat selama 6 tahun dengan 3 periode. Lamanya masa jabatan kepala desa
menjadi sebuah pro kontra dalam menjalankan pemerintahan desa yakni salah
satunya korupsi dana desa dengan lamanya masa jabatan Kepala Desa banyak
terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power), maka dari itu
diperlukannya pembatasan dalam masa jabatan yang sama dengan pemimpin
wilayah yang lainnya seperti Gubernur, Bupati/Walikota dengan menjabat selama
5 tahun, 2 periode saja. Oleh karena itu, penelitian hukum ini mengkaji dan
menganalisis masa jabatan dan periodesasi kepala desa. Penelitian ini merupakan
penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan
melalui analisis teks secara sistematis.

Kata kunci (keyword) : kepala desa, pembatasan kekuasaan, masa jabatan.
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